
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 105 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL 
WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang : 
 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas 
Jabatan Dalam Negeri bagi Bagi Walikota, Wakil 
Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota 
Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas 
Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil 
Negara; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah 
Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas 
Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil 
Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 
2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 
Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 
Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 20).

Menetapkan : 

       MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 
2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM 
NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR 
SIPIL NEGARA. 

Pasal I 

  Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 
Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam 
Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 20) diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana SPT 
sesuai dengan Surat Perintah atasan Pelaksana SPT 
yang tertuang dalam SPT dan SPPD.

(2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diterbitkan oleh:
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a. Walikota/Wakil Walikota, apabila yang akan 
melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat 
Eselon II;

b. Sekretaris Daerah, apabila yang akan 
melakukan perjalanan dinas Pejabat Eselon III di 
lingkungan Sekretariat Daerah;

c. Asisten Sekretariat Daerah, apabila yang akan 
melakukan perjalanan dinas Pejabat Eselon IV 
atau staf di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. Pimpinan DPRD apabila yang akan melakukan 
perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Anggota 
DPRD;

e. Sekretaris DPRD apabila yang akan melakukan 
perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, 
dan/atau Staf Sekretariat DPRD.

(3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit mencantumkan hal–hal sebagai 
berikut:

a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Waktu pelaksanan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
          pada tanggal 18 September 2023 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd  

   ERI CAHYADI 

Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 18 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

       ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
 Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 105 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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